
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 
NOMOR 19 I lc.e-P/oZ0/0 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA 

BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN SETDA 

PROVINS! DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA 

Menimbang     :

Mengingat       :

Menetapkan     : 
KESATU              :

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

a. bahwa berdasarkan surat dari Biro Administrasi Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Daerah lstimewa

Yogyakarta Nomor 028/741 tanggal 30 Oktober 2009 perihal Usulan

Status Penggunaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/D�erah, maka penetapan status penggunaannya harus

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa penggunaan tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris

lainnya milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus ·

digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kepada Biro

Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda

Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta;

1. 'Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

lstimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaaan Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN  :

Status Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Biro Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Daerah lstimewa 

Yogyakarta, berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya 



KEDUA      :

KETIGA      :

KEEMPAT           :

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU harus digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari Biro 
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi 
Daerah lstimewa Yogyakarta . 

Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi Biro Administrasi 
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Daerah lstimewa 
Yogyakarta, maka Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 
Kemasyarakatan Setda Provinsi Oaerah lstimewa Yogyakarta wajib 
menyerahkan kembali kepada Gubernur melalui pengelola. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

·�)9T\U BUWONO � -fJ...--
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Salinan Keputusan ini disampaikan k�pada Yth : 
1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
2. lnspektur Provinsi DIY;
3. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
4. Kepala Bappeda Provinsi DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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